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ABSTRAK
Konflik bersenjata sering kali melibatkan pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan dan hukum perang, menyebabkan dampak buruk pada masyarakat sipil. Terlibatnya negara-negara dalam konflik internasional mendorong perlunya regulasi kejahatan perang yang komprehensif untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan melindungi hak asasi manusia. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, peran PBB sebagai organisasi global menjadi krusial, dan Indonesia, sebagai negara anggota PBB, memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam mencapai perdamaian dan menjaga ketertiban dunia. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, regulasi tersebut belum mencakup secara eksplisit kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998. Sejarah hukum perang di Indonesia menunjukkan perlunya reformasi untuk mengakomodasi prinsip-prinsip hukum internasional yang lebih modern. Dorongan untuk pembentukan regulasi yang lebih komprehensif terkait hukum humaniter internasional menunjukkan kesadaran dunia internasional akan perlunya mengatur kejahatan internasional secara lebih jelas dan tegas. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, ilmuwan, LSM, dan pemerintah, menjadi kunci dalam memastikan terwujudnya regulasi yang efektif dan berkeadilan terkait kejahatan perang di Indonesia. Indonesia perlu merespons dengan serius urgensi pembentukan regulasi kejahatan perang untuk memberikan kontribusi positif dalam menjaga perdamaian global, melindungi hak asasi manusia, dan membawa keadilan bagi para korban kejahatan perang.
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PENDAHULUAN
Banyak negara umumnya telah menghindari terlibat dalam perang, tetapi pada kenyataannya, masih banyak yang terlibat dalam konflik baik di tingkat internasional maupun domestik.[footnoteRef:1] Namun, ketika perang terjadi, pihak yang terlibat tidak tampak mempedulikan mengenai hukum yang berlaku, seperti hukum kemanusiaan atau hukum perang. Selain hukum kemanusiaan, hukum internasional juga dengan jelas membatasi tindakan yang tidak diizinkan dalam perang. Hal ini dimaksudkan untuk membuat perang lebih manusiawi dan mengurangi jumlah korban yang berlebihan. Namun, pembatasan ini sering diabaikan ketika perang meletus, dan korban jatuh dalam jumlah yang lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya oleh pihak yang terlibat dalam perang. Terlebih lagi, peralatan perang saat ini dapat dengan bebas menyerang manusia dan segala sesuatu yang ada[footnoteRef:2]. [1:  Khairani, M., Fadjrin, W. P., Surnata, P., & Driaskoro, B. S. (2021). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional, Jurnal Indonesia Sosial Sains. 2(2): 230-40.]  [2:  Lubis, M. I. (2016). The Relationship of International Human Rights Law with International Humanitarian Law in Situations of International Armed Conflicts. JILS (Journal of Indonesian Legal Studies): 1(1): 13-34.] 

	Saat ini, Konflik antara Israel dan Palestina menjadi sorotan internasional yang menarik perhatian masyarakat Indonesia. Informasi mengenai pertikaian Israel-Palestina mendominasi berbagai platform media di Indonesia, termasuk di tingkat lokal maupun nasional[footnoteRef:3]. Penyelesaian konflik global ini merupakan tanggung jawab bersama semua negara, terutama negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Dalam UUD RI 1945, disebutkan bahwa penjajahan di seluruh dunia harus dihapuskan, dan UUD tersebut juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki tugas, salah satunya adalah ikut menjaga ketertiban dunia. PBB, sebagai organisasi yang mengakomodasi negara-negara di dunia, juga memiliki kewajiban untuk bertindak guna menyelesaikan konflik antara dua negara, sehingga tidak ada lagi korban, permusuhan dapat dihindari, dan perdamaian dapat terwujud. Hal ini memungkinkan setiap individu untuk melaksanakan aktivitas, termasuk beribadah, dengan damai dan nyaman sesuai keyakinannya masing-masing. Penting untuk diingat bahwa Palestina memiliki wilayah yang dianggap suci oleh tiga agama besar, yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani. [3:  Prawira, I., Irawan, R. E., & Karen. (2021). Objektivitas Tiga Media Siber Indonesia: Studi Konten Berita Konflik Israel-Palestina. Jurnal Wacana Politik. 6(2): 95-107.] 

Meskipun demikian, kenyataannya konflik antara Palestina dan Israel masih berlanjut, dengan Israel terus merebut wilayah Palestina tanpa adanya tindakan atau kebijakan yang tegas dari PBB terkait konflik tersebut. Peran dunia, khususnya PBB, sangatlah besar sebagai organisasi global yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga perdamaian di dunia. Konflik ini mengakibatkan ketidakstabilan di semua bidang, termasuk pendidikan anak-anak Palestina. Pendidikan diakui sebagai hal penting, terutama bagi generasi penerus bangsa, dan konflik ini berdampak negatif pada pendidikan anak-anak Palestina.
Palestina yang dulunya merupakan negara yang makmur, kini mengalami perubahan drastis setelah umat Yahudi datang dan mengambil alih hak-hak masyarakat Palestina. Seiring berjalannya waktu, hak dan kekayaan Palestina dirampas secara paksa, dan konflik ini merusak banyak rumah, gedung, dan sekolah. Masyarakat Palestina kini menghadapi kesulitan tempat tinggal dan belajar, sementara banyak wilayah mereka hancur.[footnoteRef:4] [4:  Eliandy, R. R., Amini., Heriadi, M., Tumanggor, E. R., & Hasibuan, E. A. (2023). Konflik Palestina Dengan Israel (Nasib Pendidikan Anak-anak Palestina). Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. 15(1): 106-112.] 

Hukum Pidana Indonesia yang berasal dari evolusi hukum Belanda Wetboek van Stafrecht, mengatur bentuk-bentuk kejahatan perang. Namun, formulasi kejahatan perang tersebut tidak dimaksudkan untuk melindungi korban perang atau hak asasi manusia. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih berfokus pada bentuk-bentuk kejahatan politik yang mengancam dan merugikan kepentingan militer negara. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan perang juga diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Namun, KUHPM tidak mencakup konsep kejahatan perang dalam hukum internasional dan hanya ditujukan untuk tujuan militer internal.
Negara tetap berkewajiban untuk mengekstradisi pelaku kejahatan perang dan menjamin penuntutan serta hukuman bagi mereka. Menurut Statuta Roma, negara-negara peserta memiliki dua kewajiban utama, yaitu membawa setiap pelaku kejahatan perang ke pengadilan dan memberikan kerjasama penuh dalam menegakkan Hukum Pidana Internasional. Namun, bagaimana jika sebuah negara tidak memiliki regulasi kejahatan perang dan tidak meratifikasi Statuta Roma seperti Indonesia?
Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, serupa dengan Statuta Roma. Namun, undang-undang ini tidak mencakup kejahatan perang, sementara Statuta Roma secara spesifik mengaturnya. Pelaku kejahatan perang harus diadili tanpa batas waktu karena sifat kejahatan tersebut. Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan merujuk pada norma-norma hukum yang terkandung dalam regulasi terkait kejahatan perang. Dengan melakukan kajian dengan teori hukum internasional dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yang memeriksa prinsip-prinsip hukum, doktrin, dan regulasi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif[footnoteRef:5]. [5:  Banjarani, D. R., Febrian., Zuhir, M. A., & Adisti, N. A. (2023). The Urgency of War Crimes Regulation in Indonesian Criminal Law. Jurnal Ilmu Hukum. 17(2): 109-132.] 


PEMBAHASAN
1. Teori Hukum Internasional
Dalam konteks hubungan internasional, Trygve Mathiasem menyatakan bahwa hubungan antarnegara bersifat multidimensional. Permasalahan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perbatasan seringkali menjadi isu yang memiliki pengaruh dan implikasi tertentu. Dalam banyak literatur, hubungan internasional sering dijelaskan dengan konsep 3C, yaitu kerjasama (cooperation), kompetisi (competition), dan konflik (conflicts).
Realisasi hubungan internasional umumnya terwujud melalui perjanjian internasional dan bentuk lain yang bersifat dinamis. Dalam beberapa kasus, seperti sengketa perbatasan, Wendy N. Duong menyampaikan pandangan menarik bahwa tidak ada teori hukum yang dapat menyelesaikan semua sengketa wilayah atau perbatasan. Negara tidak mungkin menyerah atau mengorbankan kepentingan nasionalnya hanya karena aturan hukum, termasuk hukum internasional. Meskipun demikian, negara-negara yang terlibat dalam sengketa sering berusaha memperkuat posisi hukum mereka dengan mengembangkan bukti dan aturan hukum internasional untuk mendukung kepentingan mereka. Faktor hukum internasional ini dapat memiliki efek praktis yang signifikan, memengaruhi negara-negara untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur ajudikatif atau non ajudikatif dengan menggunakan hukum internasional.
Hubungan antarnegara sering dilakukan melalui kegiatan diplomatik, yang mencakup perwakilan, negosiasi, perlindungan kepentingan negara, promosi kerjasama, dan pelaporan perkembangan dunia. Diplomasi tidak hanya merupakan bentuk perwakilan negara, tetapi juga merupakan serangkaian kegiatan yang mendukung kepentingan nasional di tingkat internasional. Di Indonesia, perwakilan diplomatik, sesuai dengan Kepres Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, melibatkan kedutaan besar dan perutusan tetap yang menjalankan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah negara penerima dan/atau pada organisasi internasional. Konstruksi hukum di tingkat internasional dianggap perlu untuk memastikan bahwa kegiatan diplomatik dilakukan secara baik dan sesuai dengan nilai-nilai universal, meskipun setiap negara memiliki kepentingan yang berbeda.[footnoteRef:6] [6:  Lutfi, K. R. (2014). Teori Hukum Alam Dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional. Jurnal Yuridis. 1(1): 91-106.] 

2. Peraturan Kejahatan Perang dalam Konteks Hukum Humaniter dan Hukum Pidana Internasional
Situasi perang cenderung mengabaikan nilai kemanusiaan, terutama terhadap penduduk sipil, sehingga mendorong pembentukan hukum perang atau hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional, yang kemudian dikenal sebagai hukum konflik bersenjata atau perang, memiliki dua cabang utama: Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag. Hukum Jenewa mencakup berbagai konvensi yang mengatur perlindungan bagi korban perang atau individu yang terjebak selama konflik bersenjata. Di sisi lain, hukum Den Haag mengatur prosedur pertempuran dan penggunaan alat yang seharusnya terjadi selama perang. Ketika terjadi pelanggaran terhadap Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag atau terjadinya kejahatan selama perang, hal tersebut dianggap sebagai kejahatan perang.[footnoteRef:7] [7:  Banjarani, D. R., Febrian., Zuhir, M. A., & Adisti, N. A. (2023). The Urgency of War Crimes Regulation in Indonesian Criminal Law. Jurnal Ilmu Hukum. 17(2): 109-132.] 

Kejahatan perang merupakan bagian dari Yurisdiksi Kriminal Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) yang diatur dalam Statuta Roma 1998. Kejahatan perang, sebagai salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Grave Breachers), dijelaskan dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998. Yurisdiksi Mahkamah terbatas pada kejahatan yang paling serius dan memiliki dampak pada masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah memiliki yurisdiksi sesuai dengan Statuta terkait terkait dengan keempat kejahatan berikut:
(a) Kejahatan genosida;
(b) Kejahatan terhadap kemanusiaan;
(c) Kejahatan perang;
(d) Kejahatan agresi.
Dengan demikian, Yurisdiksi Kriminal Mahkamah Pidana Internasional/ICC terdiri dari empat jenis kejahatan atau tindak pidana yang dijelaskan dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Setiap kejahatan ini, kecuali kejahatan agresi, diuraikan secara lebih rinci dalam Pasal 6 (genosida), Pasal 7 (kejahatan terhadap kemanusiaan), dan Pasal 8 (kejahatan perang) Statuta Roma 1998. Selanjutnya, dalam Pasal 9 ditegaskan perlunya merumuskan secara lebih rinci unsur-unsur dari masing-masing kejahatan (elements of crimes) untuk membantu Mahkamah Pidana Internasional/ICC dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan dalam Pasal 6, 7, dan 8 Statuta Roma 1998.
Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), pasal 7 mengatur mengenai Kejahatan HAM Berat, yang melibatkan Kejahatan Perang dan Kejahatan Agresi. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, sebagaimana diuraikan dalam undang-undang tersebut, mencakup:
a. Kejahatan Genosida
b. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
Penting dicatat bahwa mengenai kejahatan perang, yang merupakan bagian dari kejahatan HAM Berat dan diatur dalam Statuta Roma tahun 1998, tidak tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).[footnoteRef:8] [8:  Sari, I. (2021). Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. 11(2): 23-43.] 

3. Keperluan Regulasi Kejahatan Perang dalam Hukum Pidana Indonesia
Tidak terlalu berlebihan untuk menyatakan bahwa konsep genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan pada awalnya berakar dalam gagasan kejahatan perang. Oleh karena itu, regulasi terkait kejahatan perang dianggap sangat mendesak untuk dilaksanakan. Menurut hukum humaniter, adanya regulasi atau hukum yang mengatur keterlibatan suatu negara dalam konflik bersenjata tidak dimaksudkan untuk mendukung kejahatan perang, melainkan untuk menekankan aspek kemanusiaan, sekaligus segala sesuatu yang dapat digunakan dalam perang atau konflik bersenjata. Ini bertujuan untuk melindungi semua individu yang terlibat atau tidak terlibat dalam perang agar mengalami penderitaan yang semestinya tidak mereka alami akibat dari kejahatan perang. Berbeda dengan hukum pidana, umumnya dapat dikatakan bahwa terdapat kejahatan; tentu saja, terdapat pelaku atau penjahat, terutama dalam konflik bersenjata. Ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa kejahatan perang mungkin tidak mempedulikan aspek kemanusiaan ketika perang terjadi. Oleh karena itu, hukum pidana bertanggung jawab untuk menjalankan peradilan terhadap pelaku kejahatan perang seadil mungkin.
Pemerintah Kolonial Belanda merumuskan pasca-kemerdekaan Indonesia, kejahatan perang di Hindia Belanda melalui Staatblad Nomor 44 tahun 1946. Ketentuan ini kemudian menjadi hukum material kejahatan perang di Hindia Belanda setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian, melalui Staatblad tahun 1946 Nomor 45, ketentuan hukum formal mengenai kejahatan perang diatur di wilayah Hindia Belanda. Sayangnya, kedua ketentuan ini tidak dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini dikarenakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, hukum pidana yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia adalah hukum pidana yang ada dan berlaku pada tanggal 8 Maret 1942. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia berasal dari transisi hukum Belanda Wetboek van Stafrecht, yang mengatur bentuk-bentuk kejahatan perang. Akan tetapi, formulasi kejahatan perang bukanlah suatu tindak pidana yang dimaksudkan untuk melindungi korban perang atau hak asasi manusia. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bentuk-bentuk kejahatan politik yang mengancam dan merugikan kepentingan militer negara. 
Hingga saat ini belum terbentuk regulasi hukum terkait kejahatan perang di Indonesia. Bahkan, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru di Indonesia, tidak terdapat ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan perang. Meski Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru diharapkan oleh berbagai pihak sebagai solusi untuk regulasi terkait kejahatan perang. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan bagian dari komunitas internasional yang harus memperhatikan norma-norma internasional yang berlaku dan terlibat aktif dalam upaya internasional untuk menuntut pelaku kejahatan perang. Semua ini menjadi semakin mendesak mengingat penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia selama konflik bersenjata di Indonesia belum sepenuhnya teratasi. Oleh karena itu, mendesaknya pembentukan regulasi terkait kejahatan perang di Indonesia semakin menjadi kebutuhan yang mendesak.
Ketidakadanya regulasi kejahatan perang dapat merugikan kepentingan nasional karena Indonesia sering menghadapi masalah konflik bersenjata. Dampaknya adalah kehilangan panduan oleh pengadilan distrik dalam mengadili kasus kejahatan perang. Hal ini tentu saja akan mengurangi kewenangan lembaga pengadilan distrik yang kemungkinan akan mengundang intervensi internasional, seperti yang terjadi dalam pengadilan internasional dalam kasus domestik di bekas Yugoslavia, Rwanda, Sierra Leone, dan Kamboja.
Sejak tahun 90-an, negara-negara di dunia dan berbagai komunitas internasional terus mendorong pembentukan berbagai regulasi terkait hukum humaniter internasional, dari sebelumnya dalam dimensi normatif hingga dimensi kriminalisasi. Dorongan ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan nyata untuk mengatur lebih jelas, tepat, dan khusus mengenai kejahatan dalam cakupan internasional sesuai dengan prinsip hukum pidana, yaitu prinsip legalitas (nullum crimen sine lege). Dengan dasar ini, kriminalisasi pelaku kejahatan perang juga diperlukan di dalam suatu negara. Akan tetapi, hal ini tidak dapat terwujud tanpa adanya pembentukan koalisi masyarakat sipil yang kuat yang mendorong kriminalisasi pelaku kejahatan perang. Koalisi ini terdiri dari para ilmuwan yang mempromosikan dan mengembangkan konsep hukum dengan memberikan kredibilitas teoritis mengenai kejahatan perang. Selain itu, dibutuhkan dukungan dari LSM yang memberikan dukungan dalam hal publik, politik, fasilitas dan infrastruktur, dan tentu saja dukungan pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam upaya pembentukan hukum.[footnoteRef:9] [9:  Banjarani, D. R., Febrian., Zuhir, M. A., & Adisti, N. A. (2023). The Urgency of War Crimes Regulation in Indonesian Criminal Law. Jurnal Ilmu Hukum. 17(2): 109-132.] 

KESIMPULAN
Dalam konteks hubungan internasional, terlibatnya negara-negara dalam konflik bersenjata menjadi realitas yang sulit dihindari. Meskipun demikian, perang sering kali menyebabkan pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan dan hukum perang. Regulasi kejahatan perang menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam rangka menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan mengurangi dampak buruk perang terhadap masyarakat sipil.
Peran PBB sebagai organisasi global sangat penting dalam penyelesaian konflik internasional. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, Indonesia, sebagai negara anggota PBB, memiliki tanggung jawab untuk turut berkontribusi dalam mencapai perdamaian dan menjaga ketertiban dunia. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, regulasi tersebut belum mencakup secara eksplisit kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998. Keberadaan regulasi yang lebih komprehensif terkait kejahatan perang di tingkat nasional menjadi sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan melindungi hak asasi manusia.
Sejarah hukum perang di Indonesia, yang berasal dari formulasi hukum kolonial Belanda, menunjukkan perlunya reformasi untuk mengakomodasi prinsip-prinsip hukum internasional yang lebih modern. Hukum pidana Indonesia, sebagaimana terwujud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perlu lebih fokus pada melindungi korban perang dan hak asasi manusia daripada aspek politik yang mengancam kepentingan militer negara. Ketidakberadaan regulasi kejahatan perang di Indonesia dapat merugikan kepentingan nasional, terutama saat menghadapi masalah konflik bersenjata. Pembentukan regulasi yang sesuai dengan norma-norma internasional menjadi langkah mendesak untuk memastikan bahwa pengadilan di tingkat nasional memiliki panduan yang jelas dalam menangani kasus kejahatan perang.
Dorongan untuk pembentukan regulasi yang lebih komprehensif terkait hukum humaniter internasional menunjukkan kesadaran dunia internasional akan perlunya mengatur kejahatan internasional secara lebih jelas dan tegas. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, ilmuwan, LSM, dan pemerintah, menjadi kunci dalam memastikan terwujudnya regulasi yang efektif dan berkeadilan terkait kejahatan perang di Indonesia. Sebagai penutup, penting bagi Indonesia untuk merespon dengan serius urgensi pembentukan regulasi kejahatan perang, mengingat dampak luasnya konflik bersenjata di berbagai belahan dunia. Dengan adanya regulasi yang kuat, diharapkan Indonesia dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga perdamaian global dan melindungi hak asasi manusia, serta menghadirkan keadilan bagi para korban kejahatan perang.
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